
KEPUTUSANKEPALAKANTORWILAYAHKEMENTERIANAGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 562 TAHUN 2018

TENTANG

OPERASIONAL PENDIRIAN
BAMBU SEMBILAN SYIFAAUNNAJAH

OGAN KOMERING ULU

PEMBERIAN IZIN

MADRASAH TSANAWIYAH
KABUPATEN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA SELATAN,

: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat l2l
peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2Ol3 tentang

Penyelenggaraan penaidit<an Mad'rasah' p::lY. l"*l'-t-*an 
izin

operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor

witay"t, Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah

yang bermutu, p"Ju memberikan kesempatan masyarakat melalui

organisasiberbadanhukumuntukmenyelenggarakanmadrasah
sesuai d'engan stand'ar nasional pendidikan;

c. bahwa Madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan

yang telah ditetaPkan;

d.. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

hurufa,bd'ancdiatas,perltrmenetapkanKeputusanKepala
Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi sumatera selatan

tentang Pemberian lzin Operasional Pendirian Madrasah

Tsanawiyah Bambu Sembilan syifaaunnajah Kabupaten ogan

Komering U1u.

: 1. Undang-und,ang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem
pendidikan Nasi,onal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a301);

2. Undang-Und.ang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru d'an Dosen

(Lembaran Negira Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,

iambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a586);

3. peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO5 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 44961 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah^I":"-1^:'*$;","'or'^tn,,T";:t?i"t,f"1itH"#::



4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib

Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a8ffi);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomorg:^,TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesia
Nomor a86al;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,

Tambahan Lembaran Negara Republik Ind'onesia Nomor a9a\;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan

dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Ind.onesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah

d,engan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010

tentangPengelolaandanPenyelenggaraan-Pendidikan(Lembaran
Negaranepuutit<Ind'onesiaTahun2ol0Nomorll2,Tambahan
LembaranNegaraRepubliklnd'onesiaNomor5157);

8. Peraturan Menteri Pend,idikan Nasional Nomor 24 Ta}Iun 2007

standar sarana d.an Prasarana untuk sekolah Dasar/Madrasah

Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Nlad'rasah Tsanawiyah,

dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010

tentang so,,d., Pelayanan Minimal Pendidikan di

Kabupaten/KoIa sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan

MenteriPendidikandanKebudayaanNomor2sTahun2o|3
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Nomor 15 Tahun 2010 tentang standar Pelayanan Minimal

Pendidikan di KabuPaten I Kota;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2ol2 tentang Pengawas

Mad.rasah dan Pengawas Pend,idikan Agama Islam pada Sekolah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2oL2 Nomor 206l

sebagaimaria telah diubah d,engan Peraturan Menteri Agama

Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Agama Nomor 2 Tahun 2oL2 tentang Pengawas Madrasah dan

Pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah (Berita Negara

nepuUtit< Ind'onesia Tahun 2Ol3 Nomor 68a\

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2oL2 tentang

organisasi d.an Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama

(eerita Negara Republik Ind,onesia Tahun 2Ot2 Nomor 851);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2ol3 tentang

Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik

Ind,onesia Tahun 2ol3 Nomor 1382) sebage-imana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6O Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2073

tentang Penyelenggaraan Penclidikan Madrasah (Berita Negara

Republk Ind'onesia Tahun 2015 Nomor 1733);
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KEPUTUSAN KEPALA I{ANTOR WILAYAltr, ImlttEutEnren
AGAMA PROvINSI sUMATERA SELAfAI{ CplrtterC
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDI&IAN MADBASAH

TSANAWIYAH BAMBU SEMBII.AN SYIFAAUNT{AJAH

Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada

Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

m.rup"r.anbagiantidakterpisahkandariKeputusanini.
Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepa{a Madrasah yang

bersangkutan wajib:

a.MenyampaikanlaporanperkembanganMadrasahkepada
KepalaKantorKementerianAgamayangrflemuatpaling
,.iit it perkembanga4 jumlah peserta didik, pelaksanaan

kurikulum,pelaksanaanpemenuhanstarrdarsarana
prasarana,danpelaksanaanpemenuhanstandarpendidik
dan tenaga kePendidikan; dan/atau

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi

".toI^ir7*ad.rasah 
kepad,a BAP-S/M sesuai ketentuan

peraturan Perundang-undangan'

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar

pelayananminimalpenyelenggaraanpendidikandanlatau
hasii akred.itasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf

b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku'

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar

pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau
hasil akreditasi sebagaimana d.imaksud Diktum KEDUA huruf
b tidak mend.apat peiingkat minimal C, maka izin operasional

sebagaimana dimaksud d.alam Diktum KESATU dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 14 Mei 2otg

KEPALA KANToR .ril:IL,\Y^{KEPALA KANTOR WILA]
KEMENTER]AC AGAMA
PRovrNS16uuarElAS

lea

ZAB.IDI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA ''
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 562 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH BAMBU SEMBILAN

SYIFAAUNNAJAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

WILAYAH {
AGAMA

I

:

,ti

MTS. BAMBU SEMBILAN SYIFMUNNAJAH
1 Nama Madrasah

I

t2t2l6010018'2 Nomor Statistik Madrasah
ffiDESASRIMULYADWUN
II BLOK D KECAMATAN SINAR SINAR

PENINJAUAN
Desa / Kelurahan Sri MulYa
Kecamatan Sinar Peninjauan
Kabupaten Ogan Komerin$'lJls
ProvinsiSumateraSelatan ". . -

3

4

Alamat Madrasah

Nama Organisasi PenYelenggara YAYASAN BAMBU SEMBILAN

No. 33 RIZWANSYAH,'SH Tanggal 2Q
--+

Januari2olS ) ; 1

5 Akte Notaris Organisasi

Penvelenggara

---- 

lr:.-, ; .1 ' -n , I
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6 Pengesahan Akte Notaris

Organisasi PenYelenggara
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KANTOR WLAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVI NSI SUMATERA SELATAN

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : B-3881KW.06.4.s/KS .0.21A5nU8

Nama Madrasah

Alamat

Desa/Kelurahan
Kecamatan
l(abupaten/Kota
Provinsi
Penyelenggara Madrasah
Akte Notaris Penyelenggara
Pengesahan Akte Notaris
BerdiriSejak

Diberikan kepada:

MADRASAH TSANAWYAH BAMBU SEMBILAN
SYIFAAUNNAJAH
BATUMARTAXM DESA SRI MULYA DUSUN II BLOK D
KECAMATAN SINAR SINAR PENINJAUAN

SRIMULYA
SINAR PENINJAUAN

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

SUMATERA SELATAN
YAYASAN BAMBU SEMBILAN
NO. 33 RIZWANSYAH, SH

AH U {OOO723.AH. 01 .4.2018 TAN GGAL 22 JAN UARI 201 B

14 MEt2018

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1 2 1 2 1 6 0 1 0 0 1 I

Palembang, 14 Mei2018 (
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